BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)
BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan
tidak efisien lagi penggunannya untuk kepentingan dinas, perlu
dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten
Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud perubahan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun
2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Pegunugan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12.

13.

R

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nommor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

. Keputusan Bupati Yahukimo No 127 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 61. A Tahun 2013 tentang
Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan barang
lainnya milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Barang-Barang
inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

MEMUTUSKAN

Menghapus dari Daftar Inventaris Barang-barang inventaris yang hilang, mati
dan rusak berat milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

1.

2.

Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat
dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan, disumbangkan guna susun;
Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan
dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemusnahan dari Panitia Pelelangan/Penjualan.

Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat atau
melalui Panitia Pelelangan Terbatas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala
Daerah dan Hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.



3-
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 131 TAHUN 2016

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang

&

bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan
tidak efisien lagi penggunannya untuk kepentingan dinas, perlu
dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten
Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud perubahan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun
2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Pegunugan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 82);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

R

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nommor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

. Keputusan Bupati Yahukimo No 127 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 61. A Tahun 2013 tentang
Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan barang
lainnya milik Pemerintah Kabupaten Y ahukimo;

Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Barang-Barang
inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

MEMUTUSKAN

Menghapus dari Daftar Inventaris Barang-barang inventaris yang hilang, mati
dan rusak berat milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

l.

2.

Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat
dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan, disumbangkan guna susun;
Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan
dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemusnahan dari Panitia Pelelangan/Penjualan.



KETIGA

KEEMPAT

3-
Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat atau
melalui Panitia Pelelangan Terbatas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala
Daerah dan Hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 02 Desember 2016

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

ABOCK BUSUP



